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ABSTRAK  

PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN 

PEMASYARAKATAN (WBP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA 

PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU 

Oleh :  

Wirdatul fajri  

NIM. 12170521447 

 

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan WBP serta mengetahui 

faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan terebut. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi utama di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Data utama diperoleh dari WBP sebagai 

responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bimbingan Kemasyarakatan 

dan Perawatan, Kasubsi sarana kerja, Petugas Lembaga pemasyarakatan, dan 

Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, data sekunder berupa dokumentasi 

yang relevan dengan pembinaan WBP juga digunakan untuk mendukung analisis. 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara mendalam, 

observasi langsung, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian dalam 

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas II A Pekanbaru ini belum maksimal, dilihat dari beberapa indikator 

pembinaan yaitu : pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Terdapat 

beberapa faktor penghambat yaitu : kekurangan petugas pembinaan dengan 

kopetensi yang sesuai, kurangnya pelatian yang memadai,dan kurangnya 

semangat dari warga binaan.  

Kata Kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Warga binaan, Faktor 

penghambat bembinaan 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY INFORMED CITIZEN 

DEVELOPMENT (WBP) IN THE CLASS II A COMMUNITY 

INSTITUTION ENVIRONMENT PEKANBARU 

BY :  

Wirdatul fajri  

NIM. 12170521447 

This research was conducted at the Class II A Pekanbaru Correctional Institution 

with the aim of finding out the implementation of WBP coaching and knowing the 

factors that hinder the coaching process. This research uses a qualitative 

approach with the main location at the Class II A Penitentiary in Pekanbaru. The 

main data was obtained from WBP as respondents and guidance officers as 

informants. The informants in this research were the Head of Community 

Guidance and Care Sub-Section, Head of Work Facilities Sub-Section, 

Correctional Institution Officers, and Correctional Inmates. Apart from that, 

secondary data in the form of documentation relevant to WBP development is also 

used to support the analysis. Data collection techniques applied include in-depth 
interviews, direct observation and documentation collection. The results of 

research in the development of correctional inmates (WBP) at the Class II A 

Pekanbaru Correctional Institution have not been optimal, seen from several 

indicators of development, namely: personality development and independence 

development. There are several inhibiting factors, namely: lack of guidance 

officers with appropriate competency, lack of adequate training, and lack of 

enthusiasm from the inmates. 

Keywords: Development, Correctional Institutions, Inmates, Factors inhibiting 

development 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Hukum merupakan suatu sistem yang dirancang oleh manusia untuk mengatur 

perilaku manusia agar tetap terkendali, sistem ini menjadi elemen penting dalam 

pelaksanaan kekuasaan lembaga, dan hukum berperan untuk memastikan bahwa 

ketentuan hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Maka dari itu, setiap 

masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dibawah hukum. 

Dengan demikian, hukum bisa dimaknai sebagai kumpulan aturan atau ketetapan, 

baik yang tercatat maupun tidak tercatat, yang mengatur tata kehidupan 

masyarakat dan menetapkan sanksi bagi mereka yang aturan tersebut (Yuhelson 

2017). Masyarakat wajib mematuhi peraturan yang ada, karena hukum memiliki 

otoritas yang bersifat memaksa. Dalam penerapan hukum di Indonesia, terdapat 

sistem hukum pidana. Salah satu bentuknya adalah hukuman penjara. Hukuman 

penjara berarti terpidana yang diberikan pembatasan kebebasan dengan dikurung 

di dalam lembaga pemasyarakatan. 

 Lembaga iPemasyarakatan, iatau idisingkat iLAPAS i(Lembaga 

iPermasyarakatan) imerupakan itempat iuntuk imenjalankan ipembinaan ibagi 

iNarapidana idan iAnak iDidik iPemasyarakatan sesuai Pasal i1 iAngka i18 iUU 

iNomor i22 iTahun i2022 iTentang iPemasyarakatan. iSebelum iistilah iLapas 

idigunakan idi iIndonesia, itempat itersebut i ilebih idikenal idengan isebutan 

ipenjara. iLembaga ipemasyarakatan iberfungsi isebagai iinstansi ipelaksanaan 
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teknis iyang iberada idi ibawah iDirektorat iJenderal Pemasyarakatan 

Kementerian iHukum idan iHak iAsasi iManusia, idisingkat Kemenkumham.  

Seseorang iyang imelanggar ihukum idalam ikonteks iranah ipidana iakan 

melalui iproses ihukum idan ikemudian iditahan idi iLAPAS idengan istatus 

sebagai i inarapidana. iLAPAS iberfungsi isebagai ifasilitas iuntuk imerubah 

perilaku inarapidana i(rehabilitasi) isehingga imereka idapat iKembali berintegrasi 

dengan imasyarakat dan imenghindari iperbuatan iyang iburuk dimasa idepan.  

Berikut ini merupakan jenis-jenis tindak pidana beserta jumlah Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) yang terlibat.  

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana dan Jumlah WBP di Lapas Kelas II A 

Pekanbaru 

No Jenis Tindak Pidana Jumlah 

1 Narkotika  945 

2 Kekerasan terhadap anak  228 

3 Pembunuhan  107  

4 Pencurian 86 

5 Korupsi  73 

6 Kesusilaan (pencabulan, pemerkosaan) 17 

7 Perampokan  12 

8 Penggelapan (Penipuan Keuangan)  6 

9 Penganiayaan  5  

10 Human Traficking  4 

11 Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem  4 

12 Memeras/ Mengancam 3 

13 Penadahan (menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari kejahatan)  3  

14 Senjata Tajam/ Senjata Api/ Bahan Peledak 3 

15 Desersi (tindak pidana meninggalkan tugas militer tanpa izin) 2 

16 Pembakaran  2 

17 Penipuan  2 

18 Pelanggar Lalu Lintas (menbarak orang hingga meninggal) 2 

19 Perpajakan (penggelapan) 1 

20 Penculikan  1  

Sumber : Lapas Kelas II A Pekanbaru 2025 

LAPAS iyang isebelumnya idikenal isebagai ipenjara, itelah imengalami 

perubahan ipradigma idengan imengintegrasikan ipola ipembinaan iterhadap 
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narapidana. iSelain iitu, inarapidana ikini idisebut isebagai iWarga iBinaan 

Pemasyarakatan. iBerdasarkan iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i2022 iPasal 

1 iangka i3, imenjelaskan ibahwa iWarga iBinaan iPemasyarakatan iadalah 

Narapidana, iAnak iBinaan, idan iklien. 

Pembinaan merupakan fondasi yang sangat penting dalam perkembangan 

manusia, baik untuk memperkuat nilai-nilai, membangun keterampilan, dan 

membentuk karakter individu menjadi pribadi yang berkualitas. Individu yang 

tidak mendapatkan pembinaan cenderung terombang-ambing dalam kehidupan, 

rentan terhadap pengaruh negative, serta mengalami kesulitan dalam mencapai 

kemampuan yang mereka miliki. Hal ini sejalan dengan pedapat simanjuntak 

yang menyakatakan bahwa pembinaan sangat penting untuk mengenalkan, 

mengembangkan, membina, dan membentuk dasar kepribadian yang seimbang, 

utuh, serta harmonis. Pembinaan ini bekal untuk meningkatkan diri dan 

berinteraksi dengan orang lain, serta berkontribusi pada lingkungan, sehingga 

dapat mencapai martabat, kualitas, dan potensi manusia yang maksimal serta 

menciptakan pribadi yang independen (Simanjuntak 1990). 

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia, terdapat 

sebuah visi besar yang ingin dicapai. Pembinaan yang diberikan diharapkan tidak 

hanya mempermudah membangun Kembali kepercayaan narapidana ke dalam 

lingkungan sosial mereka, tetapi juga membuat mereka sebagai warga masyarakat 

yang menunjang nilai-nilai positif dan kebajikan dalam masyarakat mereka 

masing-masing, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang utuh. Dalam 

system pemasyarakatan ini, narapidana tidak dipandang hanya sebagai pelanggar 
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hukum yang berpotensi melakukan kejahatan lagi setelah dibebaskan, melainkan 

mereka dianggap sama dengan manusia lain yang juga bisa berbuat kesalahan dan 

kelalaian yang dapat dikenai tindak pidana, sehingga tindakan tersebut tidak 

seharusnya dihilangkan. Yang perlu diatasi adalah factor-faktor yang meyebabkan 

tindakan tersebut. Oleh karena itu, yang harus diberantas bukanlah narapidana itu 

sendiri, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan tindakan tersebut. Dengan 

demikian, upaya yang dilakukan adalah memberi pembinaan kepada narapidana 

selama mereka menjalani masa hukuman di Lapas atau Rutan.  

Pembinaan diperlukan untuk bagi setiap individu untuk membantu mengubah 

perilaku dan megembangkan keterampilan termasuk bagi individu yang dicabut 

hak kemerdekaan nya seperti narapidana atau warga binaan pemasyarakatan 

(WBP). Pembinaan WBP sangat penting dilakukan dengan tujuan membina WBP 

agar dapat mewujudkan anggota Masyarakat yang berguna dan dapat diterima 

kembali di lingkunagan Masyarakat setelah mereka terlepas dari Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 yang 

menyatakan bahwa Lapas sebagai institusi atau fasilitas yang melaksanakan 

fungsi pembinaan terhadap Narapidana, salah satunya pembinaan yang terdapat 

pada lapas kelas II A pekanbaru.  

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki urgensi 

yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang 

efektif. Pertama, pembinaan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup 

narapidana. Melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan 
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pembinaan mental spiritual, narapidana dibekali dengan kemampuan dan sikap 

positif yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan setelah masa 

hukuman selesai. 

Selanjutnya, program pembinaan ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya 

residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. 

Dengan pembinaan yang terarah, para narapidana dapat memahami dampak 

negatif dari perbuatan kriminal serta mendapatkan bekal agar tidak kembali 

melakukan pelanggaran hukum. 

Pembinaan juga berfungsi sebagai sarana penting dalam mendorong reintegrasi 

sosial yang lebih baik. Narapidana yang telah mengikuti program pembinaan akan 

lebih siap diterima oleh keluarga dan masyarakat luas, karena telah mengalami 

perubahan perilaku dan mental yang positif selama menjalani masa hukuman. 

Selain itu, pelaksanaan pembinaan membantu menciptakan disiplin dan 

ketertiban di dalam Lapas. Dengan adanya kegiatan yang terstruktur dan 

bermakna, suasana di Lapas menjadi lebih kondusif, mengurangi potensi konflik, 

dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua penghuni. 

Terakhir, program pembinaan merupakan bentuk pemenuhan hak narapidana 

untuk mengembangkan diri. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan 

untuk belajar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga proses 

pemasyarakatan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai sarana 

pembentukan kembali karakter dan moral narapidana. 
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Dengan demikian, urgensi program pembinaan di Lapas tidak hanya 

berdampak pada narapidana itu sendiri, tetapi juga pada keamanan dan ketertiban 

masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan yang efektif, narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dikelompokkan berdasarkan jenis 

tindak pidana yang dilakukan. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyesuaikan 

pendekatan pembinaan sesuai dengan karakteristik narapidana. Berikut adalah 

tabel pengelompokan narapidana dan pembinaannya: 

Table 2. Pengelompokan Narapidana dan Jenis Pembinaannya  

 

No. 

 

Kategori Narapidana 

Persentase 

Jumlah (%) 

Bentuk Pembinaan 

yang Diberikan 

1  

Tindak Pidana Narkotika 

 

62,75% 

 Edukasi tentang 
narkoba  

 Kegiatan 
keagaamaan  

 Pelatihan keterampil 

kerja  

2 Tindak Pidana Kekerasan 

(kekerasan terhadap anak, 

pembunuhan, penganiayaan, 

pemerkosaan/pecabulan, human 

taficking) 

 

23,97% 

  Kegiatan keagaaman 
dan moral 

  Keterampilan social 

dan etika hidup di 

lingkungan 

Masyarakat 

  Kegiatan keagamaan 
& sosial 

3 Tindak Pidana terhadap Harta dan 

Benda   (pencurian, perampokan, 

penggelapan dana, penadahan, 

memeras/mengancam, penipuan)  

 

7,44% 

 Edukasi hukum dan 

konsekuensi Tindakan 

 Keterampilan kerja 

 Kegiatan keagamaan 
& sosial 
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4.  Tindak Pidana Khusus (Korupsi, 

perpajakan) 

 

4,91% 
 Edukasi hukum dan 
konsekuensi Tindakan 

 Keterampilan kerja 

 Kegiatan keagamaan 

& sosial 

5.  Tindak Pidana terhadap Keamanan 

Negara/Umum (senjata 

tajam/senjata api/bahan peledak, 

pembakaran, desersi, pelanggar 

lalu lintas) 

 

 

0,60% 

 Pendidikan disiplin 
dan kepatuhan hukum 

 Kegiatan keagamaan 

& sosial 

 Pelatihan tanggung 
jawab masyarakat 

6.  Tindak Pidana Lingkungan 

(konservasi SDA Hayati dan 

Ekosistem) 

 

0,27% 
 Pembinaan nilai-nilai 
social  

 Kegiatan keagamaan  

 Keterampilan bekerja  

7. Tindak Pidana terhadap 

Kemerdekaan Orang (penculikan) 

0,07%  Pendidikan disiplin 
dan kepatuhan hukum 

 Kegiatan keagamaan 

& sosial 

 Pelatihan tanggung 
jawab masyarakat 

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025  

 Table diatas menunjukan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, narapidana dikelompokkan berdasarkan 

jenis tindak pidana yang dilakukan. Pengelompokan ini bertujuan agar 

pelaksanaan pembinaan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta 

karakteristik masing-masing kelompok narapidana. 

 Secara umum, narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru terbagi ke dalam tiga 

kelompok besar. Pertama, adalah narapidana yang terlibat dalam tindak pidana 

kekerasan seperti pencurian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Kelompok ini 

mencakup sekitar 35% dari total warga binaan. Pembinaan yang diberikan pada 

kelompok ini difokuskan pada aspek kepribadian melalui kegiatan ceramah 

agama, konseling pribadi, serta pembinaan mental. Selain itu, mereka juga 
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diberikan pembinaan kemandirian seperti pelatihan kerja di bidang pertukangan 

dan pertanian guna mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat secara 

produktif. 

 Kedua, adalah narapidana yang tersangkut dalam kasus politik, yang 

jumlahnya relatif kecil, yaitu sekitar 5% dari total narapidana. Kelompok ini 

diberikan pembinaan kepribadian berupa penguatan wawasan kebangsaan dan 

pendidikan ideologi Pancasila. Selain itu, beberapa narapidana juga diberikan 

layanan konseling individu untuk membangun kembali pemahaman yang selaras 

dengan nilai-nilai negara dan masyarakat. 

 Ketiga, dan merupakan kelompok terbesar, adalah narapidana kasus 

narkotika yang mencapai sekitar 60% dari jumlah penghuni lapas. Narapidana 

dalam kelompok ini diberikan pembinaan secara intensif melalui program 

rehabilitasi berbasis agama, konseling adiksi, serta pelatihan keterampilan kerja 

seperti menjahit, menyablon, dan membuat kerajinan tangan. Tujuan utama dari 

pembinaan ini adalah untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan serta 

memiliki keterampilan yang dapat dijadikan sumber penghidupan setelah bebas 

nanti. 

 Pengelompokan ini mempermudah pihak lapas dalam menyusun strategi 

pembinaan yang sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan masing-masing 

narapidana. Dengan pendekatan yang berbeda-beda, pembinaan diharapkan lebih 

efektif dalam membentuk pribadi narapidana yang lebih baik, siap kembali ke 

tengah masyarakat, serta tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. 
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Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki berbagai program pembinaan untuk 

membantu Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjalani masa hukuman 

dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat 

secara positif. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih 

baik, memperkuat spiritualitas, serta mengembangkan keterampilan yang berguna 

bagi narapidana setelah bebas. Program-program tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan sikap, perilaku, dan kemampuan narapidana, sehingga dapat 

membantu mereka beradaptasi kembali di lingkungan sosial dan mengurangi 

risiko melakukan pelanggaran hukum lagi. Dalam pelaksanaannya, beberapa 

program pembinaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru bekerja sama dengan mitra 

eksternal untuk menjalankan pelatihan keterampilan. Namun, ada dua jenis 

pelatihan pengelasan dan barbershop yang saat ini belum memiliki mitra 

eksternal. Pembinaan untuk kedua bidang ini masih bergantung pada keterampilan 

yang telah dimiliki WBP sebelum mereka masuk ke lapas. Di bawah ini adalah 

jenis pembinaan dan mitra yang menjalin hubungan kerja sama dengan Lapas 

Kelas II A Pekanbaru.  

Tabel 3. Jenis dan Mitra yang menjalin hubungan kerja sama dengan 

pembinaan di Lapas kelas II A Pekanbaru 

No  Jenis Pembinaan Mitra  

1.  Pengelasan  -  

2.  Barista  CV. Jasa Indah Mandiri  

3.  Bakery PT. Anugerah Vata 

Abadi  

4.  Laundry CV. Tuah Jaya Mandiri 

5.  Pertanian  PT. Green Form 

6.  Baber Shop  - 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025 
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Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memiliki keahlian tertentu 

diberdayakan untuk mengajarkan keterampilan tersebut kepada sesama 

narapidana, sehingga tercipta proses pembelajaran yang saling menguntungkan di 

dalam lingkungan penjara. Meskipun metode ini efektif dalam memberdayakan 

WBP, program tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan 

fasilitas di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Tanpa dukungan dari mitra eksternal, 

pengembangan keterampilan ini belum dapat dioptimalkan sepenuhnya, sehingga 

potensi penuh program pembinaan ini belum bisa diraih. 

Selain itu, salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang sangat penting 

adalah pembinaan intelektual, yang diwujudkan melalui program 

Pendidikan formal seperti ujian paket A, B, dan C. Program ini bertujuan 

untuk memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) agar dapat memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA. Dengan 

adanya ijazah tersebut, diharapkan setelah bebas, para WBP memiliki 

bekal pendidikan yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan 

lebih tinggi atau memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang yang 

diminati.  

Namun, sangat disayangkan bahwa program pembinaan intelektual ini 

terhenti sejak pandemi COVID-19 dan hingga saat ini belum kembali 

dilaksanakan. Akibatnya, WBP yang seharusnya menerima hak dan 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal kehilangan peluang 

berharga untuk meningkatkan kualitas diri dan kesiapan mereka dalam 

proses reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir. 
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Tabel 4. Jumlah WBP yang mengikuti Pembinaan di Lapas kelas II A 

Pekanbaru 

No. Jenis Pembinaan  Jumlah WBP yang 

mengikuti Pembinaan  

1.  Pengelasan 10 

2.  Barista 10 

3.  Bakery 10 

4.  Laundry 10 

5.  Pertanian 10 

6.  Baber Shop 10 

TOTAL 60 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025  

   

Proses seleksi narapidana untuk mengikuti program pembinaan di Lapas Kelas 

II A Pekanbaru dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan 

oleh petugas pembinaan dan pihak pengelola lembaga pemasyarakatan. Beberapa 

faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam seleksi ini antara lain adalah jenis 

pelanggaran yang dilakukan, masa hukuman yang dijalani, serta catatan perilaku 

selama menjalani masa pidana. Narapidana yang telah menunjukkan perubahan 

perilaku yang positif dan memenuhi persyaratan administratif akan mendapatkan 

prioritas untuk mengikuti program pembinaan. 

Selain itu, keterbatasan kuota dan sarana juga menjadi faktor pembatas, 

mengingat setiap jenis pembinaan hanya dapat menampung maksimal sepuluh 

orang peserta dalam satu periode. Oleh karena itu, narapidana yang belum 

mendapatkan kesempatan akan ditempatkan dalam daftar tunggu hingga adanya 

pergantian peserta berikutnya.  

Aspek kesiapan mental dan fisik narapidana juga menjadi bagian penting 

dalam proses verifikasi sebelum mereka dinyatakan layak mengikuti pembinaan. 
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Rekomendasi dari petugas pembinaan turut diperhitungkan berdasarkan rekam 

jejak narapidana selama berada di dalam lapas. 

Setelah terpilih, narapidana akan mengikuti program pembinaan sesuai bidang 

yang dipilih selama kurun waktu tertentu, misalnya tiga bulan. Di akhir masa 

pembinaan, akan dilakukan evaluasi untuk menilai hasil yang dicapai serta 

membuka kesempatan bagi peserta baru dari daftar tunggu. Mengingat tingginya 

jumlah narapidana dan terbatasnya kapasitas pembinaan, proses pergantian peserta 

dapat memerlukan waktu yang cukup lama. 

Selain itu, pembinaan kemandirian yang diselenggarakan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan hanya  melibatkan 10 orang peserta dalam setiap pelatihan. 

Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil Warga Binaan yang benar-

benar serius mengikuti pelatihan, sementara sisanya mengikuti dengan alasan 

tertentu atau sekadar modus. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat dan 

partisipasi Warga Binaan terhadap program pembinaan. Akibatnya, tujuan utama 

pembinaan, yaitu membentuk kepribadian yang lebih baik dan membekali mereka 

dengan keterampilan hidup yang berguna untuk masa depan, menjadi sulit 

tercapai secara optimal. Akibatnya, narapidana yang tidak mendapatkan 

pembinaan yang memadai cenderung kembali melakukan pelanggaran hukum 

setelah bebas, sehingga angka residivisme tetap tinggi. Rendahnya minat 

partisipasi ini juga mencerminkan perlunya perbaikan dan penyesuaian program 

agar lebih menarik dan relevan, sehingga dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan 

narapidana serta mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses 

rehabilitasi. 
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Tabel 5. Jumlah WBP Residivisme 

Tahun  Jumlah WBP Residivisme  

2021 146 

2022 102 

2023 124 

2024 179 

26 Mei 2025 356 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 2025 

Jumlah petugas di Lapas Kelas II A Pekanbaru yang hanya mencapai 139 

orang juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program pembinaan. 

Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan jumlah Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) yang mencapai 1.501 orang menyebabkan terbatasnya 

pengawasan, pendampingan, serta efektivitas pembinaan. Dengan rasio petugas 

yang sangat tidak sebanding, upaya untuk memberikan perhatian dan bimbingan 

yang memadai kepada setiap narapidana menjadi sulit. Akibatnya, program 

pembinaan yang bertujuan untuk membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan 

narapidana dalam menghadapi kehidupan di luar lapas sering kali tidak berjalan 

optimal. Kekurangan tenaga petugas juga berdampak pada terbatasnya 

pengawasan terhadap narapidana yang mengikuti pembinaan dan pelatihan, 

sehingga program yang dijalankan kurang terarah dan kurang efektif.  

Tabel 6. Jumlah WBP dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan 

Tahun  Jumlah WBP Jumlah Petugas Lapas 

2021 1.590 112 

2022 1.430 132 

2023 1.391 133 

2024 1.336 139 

2025 1.506 139 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. 

Berdasarkan permasalah-permasalan diatas penulis berminat untuk 

melaksanakan penelitian mendalam mengenai faktor penghambat pembinaan 
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dilapas kelas II A pekanbaru dengan judul “PELAKSANAAN PEMBINAAN 

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) DI LINGKUNGAN 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pelaksaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan sudah di 

laksanakan dengan baik? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pembinaan di lapas 

kelas II A pekanbaru?  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

di lapas kelas II A pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan 

di lapas kelas II A pekanbaru 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2 yaitu :  

1. Manfaat teoritis  

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi baru 

terhadap pengetahuan tentang proses pembinaan WBP dan melalui analisis 
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ini dapat memperkaya pemahaman tentang strategi, kebijakan dan proses 

yang efektif dalam menjalankan pembinaan WBP. 

2. Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini semoga dapat mengahasilkan manfaat untuk 

dijadikan bahan informasi dan evaluasi dalam menangani isu-isu yang 

terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru.  

1.5 Sistematika Penulisan  

 Dalam menulis proposal penelitian ini, penulis menyusun laporan ini 

secara sistematis sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

 Pada ibab iini, ipenulis iakan imenguraikan ilatar ibelakang imasalah, 

imerumuskan imasalah, imenetapkan itujuan idan imanfaaat ipenelitian, idan 

imenyajikan isistematika ipenulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada ibab iini, ipenulis imembahas itentang ipembinaan, ilembaga 

pemasyarakatan, ipenelitian iterdahulu, iperspektif iislam iterhadap iWBP, 

defenisi ikonsep, ikonsep ioperasional, idan ikerangka iberfikir. i 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada ibab iini ipenulis imembahas ilokasi idan iwaktu ipenelitian, ijenis 

penelitian, ijenis idan isumber idata ipenelitian, iinforman ipenelitian, iteknik 

untuk imengumpukan idata idan iteknik ianalisis idata. I 
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BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 Pada bab IV gambaran umum lokasi penelitian, penulis menguraikan 

sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan bangunan, dan sarana 

prasarana yang terdapat pada lokasi penelitian.  

BAB V PEMBAHASAN  

 Pada bab V pembahasan, peneliti menguraikan pelaksanaan pembinaan 

WBP di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru dan faktor penghambat 

yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. 

BAB VI PENUTUP  

 Pada bab VI penutup, peneliti menguraikan mengenai kesimpulan dan 

saran dari bab-bab sebelumnya.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI  

2.1 Implementasi Kebijakan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah implementasi berarti 

pelaksanaan atau penerapan, yang biasanya terkait dengan kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Kamus Webster 

mendefinisikan to implement sebagai "to provide the means for carrying out" yang 

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, serta "to give practical 

effect" yang berarti menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap suatu hal 

(Yuliah 2020). 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus 

kebijakan publik yang menitikberatkan pada bagaimana kebijakan yang telah 

dirumuskan dan disahkan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Menurut 

Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan 

kebijakan, melalui pengorganisasian dan penyesuaian berbagai sumber daya serta 

pelaksanaan program.  

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering kali menjadi proses yang 

kompleks dan penuh tantangan. Pressman dan Wildavsky (1973) menunjukkan 

bahwa implementasi bukan hanya sekadar menjalankan instruksi dari atas, 

melainkan merupakan proses politik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, 

dan konteks sosial. Tidak jarang, intervensi dari aktor-aktor politik menyebabkan 
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distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil yang dicapai berbeda dari 

yang direncanakan. 

Oleh karena itu, studi implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk 

memahami sejauh mana kebijakan publik benar-benar dijalankan sesuai dengan 

tujuannya, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin 

muncul dalam proses pelaksanaannya di tingkat teknis maupun politis. 

Implementasi kebijakan adalah studi tentang kebijakan publik yang berfokus 

pada proses penerapan suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi 

kebijakan sering kali menjadi proses yang kompleks dan rumit, bahkan tidak 

jarang melibatkan berbagai kepentingan politik akibat intervensi dari aktor-aktor 

politik (Hidayat 2021).  

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian rencana, program, tindakan, 

keputusan, atau sikap untuk bertindak ataupun tidak bertindak yang dilakukan 

oleh berbagai pihak (aktor-aktor) sebagai langkah penyelesaian masalah yang 

dihadapi. Penetapan kebijakan menjadi elemen penting bagi organisasi dalam 

mencapai tujuannya, sebab kebijakan bukanlah peristiwa tunggal atau terpisah. 

Dengan demikian, kebijakan merupakan hasil yang dirumuskan oleh pemerintah 

berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat. Peristiwa-peristiwa ini 

muncul dari praktik kehidupan sosial dan bukan merupakan insiden yang berdiri 

sendiri atau terisolasi dari masyarakat. Kebijakan berfungsi sebagai respons 

terhadap kejadian yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni di antara pihak-

pihak yang berseteru, maupun sebagai dorongan untuk kerja sama melalui insentif 
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bagi pihak-pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam usaha kolektif 

tersebut. 

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan 

menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. 

Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan 

pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (Mansur 2021).  

Dalam Administrasi Publik, implementasi kebijakan dapat diwujudkan melalui 

berbagai kegiatan, seperti program pendidikan dan pelatihan keterampilan, 

pemberian bantuan modal atau dana bergulir, program perbaikan, serta 

pendampingan yang dilakukan oleh aparatur terkait (Hidayat 2021). Implementasi 

kebijakan adalah tahap krusial dalam rangkaian kebijakan, karena berkaitan 

dengan sejauh mana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat diterapkan 

di lapangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, 

diperlukan analisis dengan menggunakan model atau kerangka pemikiran tertentu 

untuk menilai efektivitasnya (Nainggolan et al. 2023).  

Implementasi kebijakan adalah kegiatan yang muncul setelah adanya arahan 

resmi dari kebijakan yang ditetapkan. Proses ini mencakup upaya dalam 

mengelola berbagai input untuk menghasilkan output serta dampak (outcomes) 

yang bermanfaat bagi masyarakat (Sutmasa 2021) 

Dalam sebuah penelitian kebijakan publik, teori implementasi kebijakan sangat 

penting karena memberikan landasan untuk menganalisis bagaimana suatu 



 

20 

 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dijalankan oleh pelaksana di 

tingkat lapangan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan digunakan dalam 

penelitian ini untuk melihat sejauh mana kebijakan pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dapat diimplementasikan secara 

efektif. 

Teori ini menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan, seperti isi kebijakan, sumber daya yang tersedia, 

karakteristik agen pelaksana, komunikasi antaraktor, serta kondisi sosial, 

ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan teori ini, penulis dapat mengkaji 

apakah kebijakan pembinaan narapidana telah dijalankan sesuai dengan tujuan 

dan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan dan faktor 

pendukung dalam proses implementasinya. 

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk 

menganalisis bagaimana program pembinaan terhadap Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) diterapkan, bagaimana peran petugas Lapas, bagaimana 

keterlibatan narapidana, serta bagaimana efektivitas program tersebut dalam 

membentuk kepribadian dan keterampilan mereka. Teori ini menjadi alat analisis 

yang relevan karena fokus penelitian tidak hanya pada kebijakan itu sendiri, tetapi 

lebih kepada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik. (Winarno, 

Budi 2012). 
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2.2 Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

2.2.1   Pembinaan 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah suatu tahapan, 

metode, tindakan membina, memperbaharui, atau menyempurnakan. Ini 

mencakup upaya, langkah, dan aktivitas yang dilakukan dengan cara efisien dan 

efektif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pembinaan mencakup arti 

mendidik, serta dapat diartikan sebagai usaha untuk mendorong peningkatan dan 

kemajuan seseorang dalam mencapai kesenangan, kemandirian dan kesempurnaan 

dalam pengertian seluas-luasnya, baik secara rohani maupun jasmani (Dahlan 

1989). 

Pembinaan merupakan tindakan yang dilakukan dengan secara sadar, 

terstruktur, keteraturan, dan arahan yang jelas untuk meningkatkan pemahaman, 

perilaku, dan keterampilan peserta didik melalui perbuatan, penjelasan, petunjuk, 

dan pertumbuhan guna mencapai hasil yang diinginkan (Hidayat 1978). 

 Pembinaan juga merupakan sebuah tahapan yang mendukung seseorang dalam 

usaha mereka sendiri untuk menemui dan meningkatkan keterampilan, sehingga 

mereka dapat menerima kebahagian pribadi dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat (Surya 1987). 

Selain itu, Pembinaan dapat didefenisikan sebagai suatu aktivitas, metode, 

pencapaian, atau ungkapan mengarah pada perbaikan. Dalam konteks ini, 

pembinaan mencerminkan adanya peningkatan, perbaikkan, perkembangan, 

perubahan dari berbagai kemungkinan yang ada. Terdapat dua unsur dalam 
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pengertian ini, yaitu pembinaan yang bertujuan mencapai sesuatu dan pembinaan 

yang mengarahkan “perbaikan” atas suatu hal (Thoha 2003). 

2.2.2 Warga Binaan Pemasyarakatan  

Warga iBinaan imencakup inarapidana, ianak ididik ipemasyarakatan, idan 

iklien ipemasyarakatan. iWarga iBinaan iadalah iindividu iyang imengalami 

ikesalahan idan imemiliki iwaktu iserta ikesempatan iuntuk imelakukan 

iperbaikan idiri i(Simorangkir 1995). iWarga iBinaan, iatau inarapidana, iadalah 

iindividu iyang imenghadapi ihukuman ipenjara iyang imengakibatkan ihilangnya 

ikebebasan idi iLembaga iPemasyarakatan. iLembaga iPemasyarakatan isendiri 

iadalah iruang idimana ipembinaan ibagi inarapidana iatau iWargana iBinaan 

idilaksanakan. 

Pada iUndang-Undang iNomor i22 itahun i2022 itentang iPemasyarakatan, 

ipasal i1 inomor i6 imenjelaskan ibahwa inarapidana iadalah iseseorang iyang 

itelah idijatuhi ihukuman idan isaat iini isedang imenjalani ipidana ipenjara. 

iHukuman itersebt iberupa ipeiode itertentu, iseumur ihidup, iatau ibahkan 

iterpidana imati iyang isedng imenunggu ieksekudi iputusan, isambil imelewati 

iproses ipembinaan idi ilembaga ipemasyarakatan. 

Hukuman, iyang idikenal ijuga isebagai ipidana, imerupakan ibentuk isanksi 

iyang icukup iberat ikarena idapat idikenakan isecara ilangsung ikepada isetiap 

ipelaku ikejahatan. iSaat iini, iberbagai ijenis ihukum idiatur idalam i i(Moeljatno 

2011) i: i 
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1. Pidana ipenjara 

2. Pidana ikurungan 

3. Pidana idenda 

Pidana itambahan iterdiri idari i: i 

1. Pencabutan ihak-hak itertentu 

2. Perampasan ibarang-barang itertentu 

3. Pengumuman ikeputusan ihakim 

 Tujuan idari ihukuman iini iadalah ikarena iadanya ipersepsi iyang 

imenyatakan ibahwa imereka iyang imelanggar iperaturan iyang iberlaku idan 

imerugikan imasyarakat idianggap isebagai ilawan idan iharus idiberi isanksi 

iyang ipantas iatas iperbuatannya. iDalam iupaya imenjaga imasyarakat idari 

igangguan iyang idisebabkan ipelanggar ihukum, imaka itindakan iterbaik iyang 

iharus idiambil iyang iditerapkan ihingga isekarang iadalah, idengan imenarik 

ikembali ikebebasan ibergerak ibagi ipelanggar ihukum itersebut iditentukan 

ikeputusan ihakim. iOrang-orang iyang idijatuhi ihukuman ipenjara idan 

ikurungan imenurut ikeputusan ihakim idisebut isebagai inarapidana. I 

2.2.3 Ruang Lingkup Pembinaan  

Dalam iPemerintah iRepublik iIndonesia iNomor i31 iTahun i1999 itentang 

iPembinaan idan iPembimbingan iWarga iBinaan iPemasyarakatan, iruang 

ilingkup ipembinaan inarapidana idijelaskan idalam ipasal i2, iyang imenyatakan 

ibahwa: 
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(1) iProgram ipembinaan idan ipembimbingan imeliputi ikegiatan ipembinaan 

idan ipembimbingan ikepribadian idan ikemandirian. 

(2) iProgram ipembinaan idiperuntukkan ibagi iNarapidana idan iAnak iDidik 

iPemasyarakatan. 

(3) iProgram iPembimbingan idiperuntukkan ibagi iKlie 

Selanjutnya idalam iPasal i3 ibahwa: i“Pembinaan idan ipenimbangan 

ikepribadian idan ikemandirian isebagaimana idimaksud idalam iPasal i2 

imeliputi ihal-hal iyang iberkaitan idengan”: 

a. iKetaqwaan ikepada iTuhan iYang iMaha iEsa 

b. iKesadaran iberbangsa idan ibernegara 

c. iIntelektual 

d. iSikap idan iperilaku 

e. iKesehatan ijasmani idan irohani 

f. iKesadaran ihukum 

g. iReintegrasi isehat idengan imasyarakat 

h. iKeterampilan ikerja idan; 

i. iLatihan ikerja idan iproduksi i 

2.2.4 Tujuan Pembinaan  

Berdasarkan ikeputusan iMentri iKehakiman iRepublik iIndonesia iNomor i: 

M.02-PK.04.10 iTahun i1990 iTentang iPola iPembinaan iNarapidana/Tahanan 
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bertujuan iuntuk imembantu imereka iberkembang imenjadi imanusia iyang iutuh. 

Hal iini isejalan idengan iarah ipembangunan inasional iyang itelah iditetapkan 

dan idilaksanakan imelalui ipendekatan itertentu. 

a. i Menguatkan iiman i(ketahanan imental) imereka. i 

b. iMembina imereka iagar idapat iberintegrasi idengan ibaik idalam ikehidupan 

kelompok iselama iberada idi iLembaga iPemasyarakatan idan idalam masyarakat 

yang ilebih iluas isetelah imenyelesaikan imasa ipidananya. 

Secara ikhusus, ipembinaan inarapidana ibertujuan iagar iselama iproses 

pembinaan idan isetelah imenyelesaikan imasa ihukumannya: i 

1. Berhasil imemantapkan ikembali iharga idiri idan ikepercayaan idirinya iserta 

ibersikap ioptimis iakan imasa idepannya. i 

2. Berhasil imemperoleh ipengetahuan, iminimal iketrampilan iuntuk bekal 

imampu ihidup imandiri idan iberpartisipasi idalam ikegiatan ipembangunan 

inasional. 

3. iBerhasil imenjadi imanusia iyang ipatuh ihukum iyang itercermin ipada isikap 

idan iperilakunya iyang itertib idisiplin iserta imampu imenggalang irasa ikesetia 

ikawanan isosial. i 

4. iBerhasil imemiliki ijiwa idan isemangat ipengabdian iterhadap ibangsa idan 

inegara. 
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2.2.5 Proses Pembinaan  

Ada 4 tahapan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu :  

1) Tahapan pertama: Melakukan penelitian terhadap narapidana atau WBP yang 

baru saja memasuki Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi pribadi mereka serta alasan dibalik pelanggaran atau tindak pidana 

yang telah mereka lakukan.  

2) Tahapan ikedua: iSetelah inarapidana iatau iWBP imenjalani iproses 

pembinaan iselama isepertiga idari imasa ihukuman iyang iditetapkan, idan 

berdasarkan ipenilaian idari iDwan iPembinaan iPemasyarakatan iterdapat 

kemajuan idalam idiri imereka iseperti, imenunjukkan iperilaku idisiplin, 

mematuhi iaturan iyang iada idi iLembaga iPemasyarakatan, iserta menyadari 

kesalahan iyang itelah idilakukan, imaka inarapidana itersebut akan 

dikenakan ipengawasan idengan itingkat imedium isecurity. 

3) Tahapan iketiga: iSetelah inarapidana iatau iWBP imenjalani iproses    

pembinaan iselama isetengah idari imasa ihukuman, idan iberdasarkan 

Penilaian iDewan iPembinaan iPemasyarakatan iterdapat ikemajuan idalam 

aspek ifisik, imental, idan iketerampilan iereka, imaka iruang ilingkup 

pembinaan iakan idiperluas. iHal iini idilakukan iengan imemberikan iizin 

bagi inarapidana iatau iWBP iyang iberangkutan iuntuk ieradaptasi idengan 

masyarakat idiluar iLembaga iPemasyrakatan. i 

4) Tahap keempat: Narapidana atau WBP dapat mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan hak lepas bersyarat setelah menjalani proses pembinaan selama 

2
/3 (dua per tiga) dari totsl hukuman yang sebenarnya, atau minimal 9 bulan. 
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Permohonan tersebut akan ditentukan oleh Dewan Pembinaan 

Pemasyarakatan (Suriyanto 2018).  

2.3 Lembaga Pemasyarakatan 

Lapas, isingkatan idari iLembaga iPemasyarakatan, iberfungsi isebagai lokasi 

untuk imelakukan ipembinaan iterhadap inarapidana idan ianak ididik 

pemasyarakatan idi iIndonesia. isebelumnya, isebelum iistilah i“Lapas” idikenal 

secara iluas, itempat iini idisebut isebagai ipenjara i(Wikipedia 2024). 

Narapida i(napi) iatau iWarga iBinaan iPemasyarakatan i(WBP) merupakan 

penghuni iLembaga iPemasyarakatan, itemasuk iindividu iyang statusnya imasih 

sebagai itahanan. iIni iberarti ibahwa imereka imasih iberada dalam itahap 

peradilan, idan ihakim ibelum imemutuskkan imengenai kesalahan yang imereka 

lakukan. iPetugas ipemasyarakatan iadalah iaparatur sipil inegara yang 

bertanggung ijawab iatas ipembinaan inarapidana idan tahanan idi Lembaga 

Pemasyrakatan. iSebelumnya. iPetugas iini idikenal dengan iistilah sipir ipenjara 

 Lembaga ipemasyarakatan iadalah ientitas iterakhir idalam iSistem Peradilan 

Pidana iyang imemiliki iperan ipenting idalam imencapai itujuan dari Sistem 

tersebut. iMenurut iMarjono iReksodiputro idalam ikaryanya (Atmasasmita 

2010), isasaran isistem iperadilan ipidana iadalah imelindungi masyarakat idari 

kejahatan, idan imenuntaskan ikasus-kasus iyang iterjadi agar masyarakat imerasa 

puas ibahwa ikeadilan itelah iditerapkan idan ipelanggar hukum imendapatkan 

hukuman. iSelain iitu, isistem iini iberupaya imencegah individu iyang ipernah 

terlibat idalam ikejahatan iagar itidak imengulangin tindakannya. i 
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Lembaga iPemasyarakatan, imenurut iPasal i1 iAyat i1 idalam iPeraturan 

Mentri iHukum idan iHak iAsasi iManusia iRepublik iIndonesia iNomor i33 

Tahun i2015 tentang iPengamanan idi iLembaga iPemasyarakatan idan iRumah 

Tahanan iNegara, ididefenisikan isebagai itempat iuntuk imelaksanakan 

pembinaan inarapidana idan ianak ididik ipemasyarakatan. iMereka iyang ditahan 

di iLapas iadalah iindividu-individu iyang itelah iterbukti imelakukan pelanggaran 

hukum iberdasarkan ikeputusan ipengadilan, isehingga imereka diakui isebagai 

narapidana idan ianak ididik ipemasyarakatan. iLama penahanan iseorang 

narapidana idi iLembaga iPemasyarakatan iditentukan  oleh ikeputusan ihakim 

yang itelah imemiliki ikekuatan ihukum itetap. 

2.4 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan  

 Konsep dasar dari fungsi lembaga pemasyaratan adalah sistem pemasyarakatan 

itu sendiri. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan 

menjadikan narapidana sebagai subjek. Disini, aspek kemanusian menjadi 

penting, keberadaan manusia lebih diditonjolkan, menunjukkan kesetaraan dan 

kesatuan dengan individu lainnya. Petunjuk dan tindakan keras di kurangi dan 

narapidana diberikan pembinaan, supaya nantinya, setelah menyelesaikan masa 

tahanan dari lapas, mereka memiliki perilaku yang baik, sopan, dan bahkan dapat 

menjadi teladan positif di masyarakat setelah menjalani program pembinaan di 

dalam Lembaga Pemasyarakatan (Harsono 1995). 

 Institusi yang menjalankan hukuman penjara di Indonesia adalah Lembaga 

pemasyarakatan (Lapas), yang menerapkan sistem pemasyarakatan. Sistem ini 

berperan penting dalam mengembangkan hukum pidana di indonesia dan 
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pelaksanaannya (Priyanto 2013). Lapas adalah tempat yang ditujukan untuk 

membina narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan. Sistem 

pemasyarakatan ini bertujuan untuk mencapai pemidaan yang terintegrasi, yang 

berarti melakukan pembinaan dan memulihkan kestuan yang bermanfaat bagi 

masyarakat. Dengan kata lain, Lapas berfokus pada rehabilitasi, pendidikan ulang, 

dan resosialisasi, serta memberikan perlindungan bagi narapidana dan masyarakat 

selama pelaksanaan sistem pemsyarakatan. Diharapkan bahwa bentuk dasar 

pembinaan narapidana di Lapas dapat berhasil dalam mencapai resosilisasi dan 

rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana melalui sistem pemasyarakatan. Langkah ini 

bertujuan untuk mengrangi tingkat kejahatan dan mencapai kesejahteraan sosial, 

sesuai dengan tujuansistem peradilan pidana dalam jangka pendek, menengah, 

panjang oleh karena itu, efektivitas sistem pemasyarakatan dalam pembinaan di 

Lapas sangat berpengaruh terhadap kesuksesan sistem peradilan pidana secara 

keseluruhan. (Suriyanto 2018).  

 Sebagai tempat untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lapas 

menjalankan berbagai program pembinaan yang dirancang untuk memberikan 

manfaat kepada mereka setelah menyelesaikan masa pidana atau hukuman. 

Program pembinaan untuk WBP terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pembinaan 

intramural yang dilaksanakan didalam Lapas dan pembinaan ekstramural yang 

dilaksanakan di luar Lapas (Pratama et al. 2021).  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 7. Penelitian Terdahulu 

NO. Nama, tahun, 

judul jurnal, 

nama jurnal, vol, 

dan hal  

 

Hasil 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

1. Hibatul iAzizi, 

2021, iPelaksanaan 

Program 

Pembinaan 

Narapidana di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Kelas iII iB 

Bireuen, Jurnal 

Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Vol 8, dan 

Hal 23-33. (Azizi 

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan ihasil 

penelitian, pelaksanaan 

program ipembinaan 

narapidanaidiiLembaga 

Pemasyarakatan ikelas 

II iB iBireuen isesuai 

dengan iyang idiatur 

dalam iSK iMenteri 

KehakimaniNo. 

M.02.PK.04.10 itahun 

1990. iNamun, idalam 

praktiknya, iterdapat 

beberapa ihambatan 

yang idihadapi, iseperti 

jumlahinarapidana yang 

melebihiikapasitas, 

fasilitasiyangitidak 

memadai,iserta imetode 

pembinaan iyang ibelum 

optimal. iSelain iitu, 

anggaran iyang iterbatas 

dan ikurangnya iperan 

masyarakat ijuga 

menjadi faktor 

penghambat. iJumlah 

pegawai 

ipemasyarakatan iyang 

iada ijuga itidak icukup 

iuntuk imengawasi 

iprogram ipembinaan 

inarapidana, isehingga 

iproses ipembinaan idi 

iLembaga 

iPemasyarakatan ikelas 

iII iB iBireuen ibelum 

iberjalan isecara 

ioptimal. 

Persamaan 

dalam 

penelitian 

ini terdapat 

pada 

hambatan, 

dan metode 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

letak 

penelitian 

yang 

berbeda. 
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NO. Nama, tahun, 

judul jurnal, 

nama jurnal, vol, 

dan hal  

 

Hasil 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dina Wirzahayati, 

Asril, dan Rudiadi, 

2023, Pelaksanaan 

Pembinaan 

Narapidana iPada 

Lapas iMedium 

Security idi 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Kelas iII iA 

Bukitinggi, Jurnal 

Of Sharia And 

Law, Vol 2, Hal 

452-469. 

(Wirzahayati et al. 

2023) 

Menurut hasil 

penelitian, terdapat 

sejumlah faktor yang 

berpengaruh dalam 

pelaksanaan pembinaan 

di lembaga 

pemasyarakatan kelas II 

A Bukitinggi, yaitu : a. 

hambatan utama berasal 

dari keinginan 

narapidana untuk 

berpartisipasi dalam 

kegiatan, karena tidak 

semua narapidana 

bersedia berpartisipasi 

pembinaan. b. SDM 

(sumber daya manusia) 

yang sangat terbatas, 

serta fasilitas yang 

kurang memadai, dan 

kondisi melebihi 

kapasitas. 

Persamaan 

penelitian 

ini terdapat 

pada 

hambatan, 

metode dan 

teori. 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

letak 

penelitian 

yang 

berbeda. 

3. Debi iRomala Putri 

& iIkama iDewi 

Setia iT, i2020, 

Pelaksanaan 

Pembinaan 

Narapidana iDalam 

Mencegah 

Residivisme idi 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

kelas iII iB 

Cilacap, Jurnal 

Media Komunikasi 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganegaraan, 

Vol 2, dan Hal 
143-154. (Romala 

and T 2020) 

Berdasarkan hasil 

penelitian, tidak 

ditemukan perbedaan 

dalam pembinaan antara 

narapidana biasa dan 

narapidana redivis. 

Pelaksanaan pembinaan 

telah sesuai dengan 

ketentuan UU No 19 

tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan. 

Namun, terdapat 

beberapa faktor yang 

menghambat 

pelaksanaan pembinaan 

bagi narapidana dan 

redivis, di antaranya 
kondisi kelebihan 

penghuni (overload). 

Faktor internal 

Persamaan 

penelitian 

ini terdapat 

pada 

hambatan 

Perbedaan 

penelitian 

ini adalah 

tempat 

penelitian, 

fokus 

penelitian 

yaitu 

narapidana 

residivisme, 

metode 

penelitian, 

teori  
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NO. Nama, tahun, 

judul jurnal, 

nama jurnal, vol, 

dan hal  

 

Hasil 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

mencakup personel atau 

aparat pembina di 

Lapas, pengelola 

keuangan, dan fasilitas 

fisik yang tersedia. 

Sementara itu, faktor 

eksternal meliputi 

stigmatisasi dari 

masyarakat, 

keterbatasan sumber 

daya manusia, 

kurangnya pemasaran 

hasil keterampilan, 

masalah pendanaan, 

serta ketidakmampuan 

masyarakat untuk 

menerima mantan 

narapidana dan 

kurangnya lapangan 

pekerjaan bagi mereka. 

Ketidakberbedaan 

dalam proses pembinaan 

antara narapidana biasa 

dan redivis di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 

II B Cilacap juga 

menjadi salah satu 

faktor yang 

berkontribusi terhadap 

meningkatnya angka 

residivis. 

4. Roman iMarpin 

Pagau, iMarthen 

Kimbul, idan Neni 

Kumayas, i2018, 

Efektivitas 

Pembinaan iWarga 

Binaan idi 

Lembaga 
Pemasyarakatan 

Klas iII iA 

Manado, Jurnal 

Berdasarkan ihasil 

penelitian idan ianalisis 

mengenai iefektivitas 

pembinaan iWarga 

Binaan idi iLembaga 

Pemasyarakatan iKlas 

IIA iManado, ipeneliti 

menyimpulkan ibahwa 
kondisi ipembinaan idi 

lembaga itersebut sudah 

berjalan idengan icukup 

Persamaan 

penelitian 

ini terdapat 

pada 

hambatan, 

dan metode 

yang 

digunakan  

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

letak 

penelitian 

yang 

berbeda. 
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NO. Nama, tahun, 

judul jurnal, 

nama jurnal, vol, 

dan hal  

 

Hasil 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, dan 

Vol 1. (Pagau et al. 

2018) 

baik. iNamun, iada 

beberapa ifaktor iyang 

menghambat 

pelaksanaan pembinaan, 

di antaranya jumlah 

penghuni yang melebihi 

kapasitas, kekurangan 

staf, serta fasilitas 

sarana yang tidak 

memadai. Selain itu, 

partisipasi warga binaan 

dalam mengikuti 

program pembinaan 

juga masih tergolong 

minim, disertai dengan 

keterbatasan dana dan 

kurangnya perhatian 

serta dukungan dari 

pemerintah. 

5. Abdul iKholiq, 

2019, iEfektifitas 

Pelaksanaan Upaya 

Pembinaan iBagi 

Narapidana idi 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Kelas iII iA 

Karawang, Jurnal 

Justisi Hukum, Vol 

4, dan Hal 89-104. 

(Kholiq 2019) 

Berdasarkan hasil 

penelitian, ada berbagai 

hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan 

pembinaan narapidana 

oleh petugas di 

Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 

II A Karawang. 

Hambatan-hambatan 

tersebut meliputi 

beberapa aspek, seperti 

sumber daya manusia 

(pegawai yang 

profesional), 

administrasi, aspek 

hukum (peraturan 

perundang-undangan), 

fasilitas dan sarana, 

budaya serta 
masyarakat, serta 

kondisi sosial dan 

ekonomi narapidana. 

Persamaan 

penelitian 

ini terdapat 

pada 

beberapa 

hambatan  

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

letak 

penelitian, 

metode, dan 

teori  
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2.6 Pandangan Islam pada pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

Hukum iPidana iIslam, iyang idikenal idengan iistilah iFiqh iJinayah, 

mencakup iseluruh iaturan ihukum iyang iberhubungan idengan itindak ipidana 

atau iperilaku ikriminal iyang idilakukan ioleh iindividu imukallaf i(yang idapat 

dibebani ikewajiban). iHukum iini imerupakan ihasil idari ipemahaman iyang 

mendalam iterhadap idalil-dalil ihukum iyang iterdapat idalam ial-Qur'an idan 

hadist isecara irinci i(Rosyada 1992). iTindakan ikriminal iyang idimaksud 

mencakup ikejahatan iyang imengganggu iketentraman imasyarakat, iserta 

pelanggaran iterhadap iperaturan iperundang-undangan iyang ibersumber idari  Al-

Qur‟an idan ihadist. I 

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 

adalah pembinaan kesadaran beragama. Pembinaan ini pastinya meliputi 

pembinaan akhlak, karena pembinaan akhlak merupakan aspek penting dalam 

upaya pembentukan karakter individu yang berintegrasi dan berakhlak mulia. 

Akhlak dapat dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang berasal dari hati nurani 

manusia dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan akhlak bertujuan 

untuk mengarahkan dan membiasakan seseorang agar memiliki tingkah laku dan 

pola pikir yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadist. 

Seperti yang terdapat pada QS. Al-„Ankabut Ayat 45 :  

ببببببببٰ ى َ  َاتُْلُ  مَاۤ  اوُْحِيَ  الَِيْكَ  مِهَ  الْكِتٰببببببببِ   وَاََ ٰ ى َ  تَنْهٰى  عَهِ  الْفَحْشَببببببببا ِ   وَاَۗ ََقمِِ  الصَّ   الصَّ َۗ ََلْمُنْكَبببببببب ََِانَِّ

ِ  اَْ  َُ   
ٰ ّ   ُ ْ ُِ ُ  يَعْ مَُ  مَا  تَصْبببببنَعُىْنَََوَاَۗ ََوَلَببببب

َََََلّلّٰ

ََ 
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Yang artinya :  “Bacalah ikitab i(Al-Qur’an) iyang itelah idiwahyukan 

ikepadamu i(Muhammad) idan ilaksanakanlah isholat. 

iSesungguhnnya isholat iitu imencegah idari i(perbuatan) ikeji 

idan imungkar. iDan i(ketahuilah) imengingat iallah i(Sholat) 

iitu ilebih ibesar i(keutamaannya idari ipada iibadah iyang 

ilain). iAllah imengetahui iapa iyang ikamu ikerjakan.” I 

  Proses pembinaan akhlak dapat dilakukan melalui beragam metode, seperti 

keteladanan, pembiasaan, nasihat, reward dan punishment, serta pendidikan dan 

pelatihan. Dengan adanya pembinaan nilai-nilai kegamaan yang dilakukan oleh 

staf Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, diharapkan dapat 

membangun kembali nilai-nilai agama dan akhlak yang baik pada diri para 

narapidana. Pembiasaan dan pengulangan praktik perilaku positif juga turut 

membentuk karakter dan akhlak individu secara berkelanjutan. 

2.7 Defenisi Konsep  

Defenisi konsep adalah penjelasan rinci mengenai istilah atau gagasan yang 

menjadi fokus utama dalam suatu penelitian, sehingga peneliti dapat menjelajahi 

makna-makna terkait konsep yang akan digunakan.  

Ini adalah defenisi konsep yang akan dibahas :  

1. Pembinaan i: iSerangkaian iaktivitas iyang idilaksanakan isecara iteratur, 

terencana, idan itersusun ibertujuan iuntuk imeningkatkan ikualitas iWarga 

Binaan iPemasyarakatan i(WBP). iDengan idemikian, idiharapkan imereka 

dapat ikembali idan iditerima idengan ibaik ioleh imasyarakat, iberperan 

aktifidalam iproses ipembangunan, iserta imenjalani ikehidupan inormal 

sebagai iindividu iyang ibaik idan ibertanggung ijawab. 
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2. Lembaga iPemasyarakatan i: iTempat ibagi iWarga iBinaan Pemasyarakatan 

i(WBP) iuntuk imengikuti iprogram ipembinaan idalam ikerangka ikonsep 

WBP iyang ibertujuan imembina imereka imenjadi iindividu iyang iutuh, 

mengakui ikesalahan, idan iberusaha iuntuk imemperbaharui idiri. 

3. Warga iBinaan iPemasyarakatan i: iIstilah iyang idigunakan iuntuk merujuk 

pada inarapidana, ianak ipidana, idan iklien ipemasyarakatan iyang isedang 

dalam iproses ipembinaan idi iLembaga iPemasyarakatan i(Lapas). 

2.8 Konsep Operasional  

Tabel 8. Konsep Operasional 

Konsep 

Operasional 

Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan 

Pembinaan Warga 

Binaan 

Pemasyaraktan 

(WBP) di 

Lingkungan 

Lembaga 

Pemasyaraktan 

 

1.  Pembinaan 

kepribadian  

1. Ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa 

2. Kesadaran berbangsa 

dan bernegara  

3. Intelektual 

4. Sikap dan perilaku 

5. Kesehatan jasmani 

dan Rohani 

6. Kesadaran hukum 

7. Reintegrasi sehat 

dengan masyarakat 

2. Pembinaan 

kemandirian  

1. Keterampilan kerja 

2. Latihan kerja 

produksi  

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999  
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2.9  Kerangka Berpikir  

 Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir berfungsi sebagai dasar konseptual 

yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta 

sebagai panduan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Kerangka berpikir 

disusun berdasarkan kajian teori, fakta lapangan, serta fenomena yang relevan 

dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, kerangka berpikir dirancang untuk 

menggambarkan proses pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

(WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan berbagai faktor 

yang memengaruhi keberhasilannya. Berikut merupakan kerangka pemikiran 

penulis dalam memahami dan menguraikan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

     Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwujudnya Pembinaan 

dan Pembimbingan Warga Binaan 

Yang Lebih Baik di Lembaga 
Pemasyarakatan 

Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 

di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru 

 

Indikator :  

1. Pembinaan kepribadian 

2. Pembinaan kemandirian 

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan 

Pemasyarakatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi ipenelitian iini idilakukan idi iLembaga iPemasyarakatan Kelas iII iA 

Pekanbaru, iyang iberada idi iJalan. iPemasyarakatan iNomor i19, iPekanbaru 

28222. iAlasan isaya imelakukan ipenelitian idisini iuntuk imengetahui 

ipelaksanaan ipembinaan iyang idilaksanakan ilembaga ipemasyarakatan 

iterhadap iwarga ibinaan ipemasyarakatan i(WBP) idalam irangka 

imempersiapkan imereka iketika ikembali ike imasyarakat. iWaktu ipenelitian iini 

iberlangsung idari iawal iMei i2024 isampai Februari 2025. 

3.2 Jenis Penelitian  

Penelitian iini imenggunakan ipendekatan ikualitatif iyang ibersifat ideskriptif. 

Metode iyang ipaling isesuai iditerapkan idalam ipenelitian iini iadalah imelalui 

wawancara imendalam (in-depth iinterview). 

Wawancara imendalam imerupakan iproses ipengumpulan iinformasi iyang 

dilakukan iuntuk ikeperluan ipenelitian. iProses iini imelibatkan itanya ijawab 

secara ilangsung iantara ipeneliti idan inarasumber, iyang ibisa idilakukan idengan 

atau itanpa ialat ibantu iwawancara i(Burhan 2005). i 

Penelitian ikualitatif imerupakan isuatu ipendekatan idalam iilmu ipengetahuan 

sosial iyang iterutama imengandalkan ipengamatan iterhadap imanusia, ibaik 

dalam ikonteks imaupun iistilah iyang idigunakan. iDalam ipenelitian iini,  

penulis imenggunakan ijenis ipenelitian ideskriptif, iyang ibertujuan iuntuk 
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menggambarkan ikondisi inyata iterkait ipelaksanaan ipembinaan iWarga iBinaan 

Pemasyarakatan i(WBP) idi iLembaga iPemasyarakatan ikelas iII iA iPekanbaru 

(Tohirin 2012). i 

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Sumber idata idalam ipenelitian imerujuk ipada ipihak iatau iobjek iyang 

imemberikan iinformasi, iserta imenjelaskan iproses ipengambilan idan 

ipengolahan idata. iDalam ipenelitian ikualitatif, itujuan iutama idalam imencari 

isumber idata iadalah iuntuk imendapatkan iinformasi iyang irelevan idan 

idiperlukan. 

a. Data Primer  

 Data iprimer imerupakan iinformasi iyang idiperoleh ilangsung ioleh ipeneliti 

dari isumber iaslinya. iIstilah iini ijuga idikenal isebagai idata iasli iatau idataibaru 

yang ibersifat iterkini. iPengumpulan idata iprimer idilakukan imelalui istudi 

lapangan idengan imenggunakan imetode iwawancara. iDalam ipenelitian iini, 

peneliti imengambil idata isecara ilangsung idari iLembaga iPemasyarakatan 

(Lapas) ikelas iII iA iPekanbaru. 

b. Data Sekunder  

  Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui kajian pustaka, 

meliputi buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, serta literatur lainnya yang 

dapat dijadikan referensi dalam penelitian terkait pelaksanaan pembinaan Warga 

Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A 

Pekanbaru. 
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3.4 Informan Penelitian 

 Subjek idalam ipenelitian iini iakan iberperan isebagai iinforman iyang 

menyediakan iberbagai iinformasi iyang idiperlukan idalam iproses ipenelitian. 

Informan iadalah iindividu iyang imemiliki ipengetahuan imendalam itentang 

suatu iisu itertentu, idari imana iinformasi iyang ijelas, iakurat, idan idapat 

diandalkan idan idiperoleh, ibaik idalam ibentuk ipernyaataan, iketerangan, 

maupun idata iyang idapat imendukung ipemahaman imengenai imasalah 

tersebut. 

Tabel 9. Informan Penelitian 

No.   

Nama 

Informasi yang akan 

diperoleh  

 

Informan 

Penelitian 

 

1.  

 

Kepala Lapas II A 

pekanbaru 

Kebijakam dan 

strategi pembinaan 

WBP 

 

1 

 

2. 

Seksi Pembinaan Lapas 

Kelas II A pekanbaru 

Implementasi Program 

pembinaan dan 

evaluasi hasilnya 

 

2 

 

3. 

Pengelola Pembinaan 

Kepribadian dan Kasubsi 

Sarana Kerja 

Peran dan tanggung 

jawa dalam 

pembinaan WBP  

 

2 

 

4. Instruktur atau mitra 

yang bekerja sama 

dengan lapas 

Yang membantu 

melaksanakan 

pembinaan   

 

3 

5. Warga Binaan Lapas 

Kelas II A pekanbaru 

Pengalaman dan 

persepsi terkait 

pembinaan didalam 

lapas 

 

5 

TOTAL  13 
Sumber : Data olahan 2025. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah : 

1. Wawancara  

  Ketika melakukan wawancara dengan responden, instrumen penelitian 

wawancara harus disusun secara sistematis sebelum pertanyaan disampaikan 

kepada responden. Setelah instrumen wawancara disiapkan, langkah selanjutnya 

adalah menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang mudah 

dimengerti oleh responden. Hal ini sangat penting karena tidak semua responden 

dapat mengerti pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Oleh karena itu, bahasa 

yang digunakan saat wawancara adalah bahasa yang umum digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari yang akrab bagi responden. 

2. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 

2011). Dokumentasi digunakan untuk mengumpul data yang berupa arsip-arsip, 

catatan-catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan pembinaan dan 

pembimbingan tehadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas II A Pekanbaru.  
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3. Observasi  

  Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

kegiatan mengamati secara langsung objek yang diteliti, disertai dengan 

pencatatan terhadap kondisi atau perilaku objek tersebut. Dalam konteks ini, 

peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, guna memperoleh data yang akurat dan 

sesuai dengan situasi di lapangan. 

3.6 Teknik Analisa Data  

  Analisa data dari penelitian ini dilakukan dengan metode analisa deskriptif 

kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menerangkan secara detail dan 

objektif mengenai objek yang diteliti (Suyatno 2008). Analisa data adalah upaya 

untuk memproses data, mengorganisasikannya, mengidentifikasi dan menemukan 

pola-pola, menetapkan aspek-aspek yang signifikan dan yang dapat dipelajari, 

serta menentukan hal-hal yang dapat dibagikan kepada orang lain (Moeleong 

2011). 

 Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk mengolah dan 

menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik berupa data 

kualitatif maupun kuantitatif, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif 

mengenai pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di 

Lapas Kelas II A Pekanbaru. 

 Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan 

dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis 
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deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses pelaksanaan 

pembinaan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pembinaan WBP secara rinci dan sistematis. 

 Tahapan teknik analisis yang dilakukan meliputi: 

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari sumber primer (wawancara 

dengan petugas lapas, narapidana, dan pihak terkait) serta sumber sekunder 

(dokumen, laporan, dan data statistik lapas). 

2. Reduksi Data: Menyaring dan memilah data yang relevan dengan fokus 

penelitian untuk memudahkan analisis. (Miles & Huberman, 1994). 

3. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik yang 

mempermudah pemahaman terhadap informasi yang diperoleh. 

4. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk 

mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesimpulan terkait pelaksanaan 

pembinaan WBP. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Pekanbaru 

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada 

waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang Bernama paying sekaki. 

Dusun terletak di tepi Sungai Siak (tepatnya di sebrang Pelabuhan yang ada saat 

ini). 

Kemudian di zaman kerjaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan 

Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun1791), dusun ini berkembang dengan 

pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lintas kapal-kapal dari 

berbagai daerah. Pada saat itu pua pusat Kerajaan berpindah ke sebrang, sebelah 

Selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudia bernama senapelan  

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk 

empat suku (Pesisir, Lima Puluh, tanah datar dan Kampar), Negeri Senapelan 

berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantain nama ini terjadi di masa 

Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784-1810).  

Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inclance Zelf 

Besstuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbary menjadi tempat kedudukan 

Countroluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu Penduduk Jepang, pada tanggal 

8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG0, 

istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.  
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Akhirnya di zaman Pemerintah Republik Indonesia Pekanbaru berubah status 

menjadi :  

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan 

ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946 

2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956 

3. Kota Praja berdasarakn Undang-Undang No. 8 tahun 1957  

4. Ibu Kota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 

1959 

5. Kota Madya berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 

6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 

Kota Pekanbaru dengan slogan “Kota Bertuah” yang merupakan akronim 

dari : Bersih, Tertib, Bersama, Aman dan harmonis merupakan semangat 

masyarakatPekanbaru untuk membngun kotanya  

4.2 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru  

 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota 

Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha 

Bersama dan Harmonis), yang merupkan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, 

pusat kebudayaan dan pusat pendidikan, disamping pusat hunian penduduk yang 

jumlahnya lebih kurang 799.213 jiwa. Dengan luas wilayah 632,23 KM
2
 , kota 

Pekanbaru menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi Sumatera yg terus 

berkembang. 
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 Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status 

“Penjara”, terletak di Jalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat 

pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda), dan perumahan 

penduduk. 

 Seiring dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cepat berkembangan , dan 

pertimbangan lahan penjara yang sempit dan di kelas jalan “Kelas IV” yang 

kurang strategis, maka pada tahun 1976 di pindahkan kelahan yg cukup luas dan 

strategis yakni di jalan Pemasyarakatan nomor 19 kecamatan tangkerang utara 

(sekarang Kecamatan Bukit Raya) Kota Pekanbaru. 

 Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m
2
 diatas lahan 

seluas 33.000 m
2
, dan barulah pada tahun 1978 LAPAS KELAS II PEKANBARU 

mulai di fungsikan pemakaiannya, dan sampai dengan tahun 2013 ini telah banyak 

dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun 

dana hibah dari APBD Provinsi Riau. 

   Tahun 2013 telah dibangun Blok Hunian 2 tingkat seluas 715 m
2
, berasal dari 

bantuan APBD Provinsi Riau sebesar Rp 6 Milyar dalam bentuh hibah. 
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4.2.1 Visi, Misi dan Sasaran  

  Visi, Misi dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, 

tentunya mengacu kepada Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM, 

yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Visi: Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan 

mahlukTuhan YME, membangun manusia mandiri. 

b) Misi: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda benda sitaan Negara dalam 

kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta 

peajuan dan perlindungan Hak Azasi Manusia. 

c) Sasaran :  

a. Melakukan pembinaan Narapidana/ Anak Didik;    

b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja; 

c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana/ Anak Didik; 

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan TataTertib Lapas; 

e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga; 

f.   Memanfaatkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif dan aman. 
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4.2.2 Struktur Organisasi 

Gambar 1. Struktur Organisasi Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 
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4.2.3 Keadaan Bangunan 

 Lapas Kelas II A Pekanbaru saat ini memiliki luas bangunan 2.854 m
2
 diatas 

lahan seluas 33.300 m2, terdiri atas : 

1. Bangunan Kantor Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 660 m2, yang digunakan 

untuk kegiatan menunjang kegaiatan administrasi, pelayanan umum dan kegiatan 

lainnya.  

2. Bangunan ruang hunian blok A seluas 240 m2, yang terdiri dari 8 kamar, 

dengan daya tamping sekitar lebih kurang 115 orang. 

3. Bangunan ruang hunian blok B seluas 460 m2, terdiri dari 10 kamar, dengan 

daya tamping lebih kurang 225 orang. 

4. Bangunan ruang hunian blok C seluas 300 m2 yang terdiri dari 10 kamar, 

dengan daya tampung lebih kurang 115 orang. 

5. Bangunan ruang hunian blok D seluas 291 m2 yang terdiri dari 10 kamar, 

dengan daya tampung lebih kurang 225 orang. 

6. Bangunan ruang hunian blok E seluas 174 m2 yang terdiri dari 4 kamar, dengan 

daya tampung lebih kurang 60 orang. 

7. Bangunan ruang hunian blok F seluas 95 m2 terdiri dari 5 kamar, dengan daya 

tampung lebih kurang 70 orang. 

8. Bangunan ruang hunian Straaf sel seluas 40 m2 terdiri dari 5 kamar. 

9. Bangunan Blok G seluas 110 m2 terdiri dari 9 kamar, dengan tampung lebih 

kurang 74 orang. 
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10. Bangunan ruang hunian Tahanan (Bantuang Pemerintah Daerah Provinsi Riau 

Tahun 2008) seluas 660 m
2
, terdiri 10 kamar, dengan daya tampung lebih 

kurang 350 orang. 

11. Bangunan Aula ruang serba guna untuk kegiatan WBP dan pegawai Lapas 

Kelas II A Pekanbaru, dan kegiatan lainnya, seluas 240 m2. 

12. Bangunan ruang dapur seluas 166 m2 ditambah gudang beras 21 m2. 

13. Bangunan ruang pustaka Lapas Kelas II A Pekanbaru seluas 45 m2  

14. Bangunan Mesjid Attaqwa seluas 120 m2. 

15. Bangunan Gereja seluas 240 m2. 

16. Bangunan Pos atas Jaga sebanyak 5 buah seluas masing-masing 16 m2  

17. Bangunan ruang kegiatan kerja WBP seluas 25 m2. 

 18. Pada Tahun 2013 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mendapatkan bantuan Gedung       

Blok Hunian 2 lantai dari Pemerintah Provinsi Riau. 

4.2.4 Sarana Prasarana  

  Lapas Kelas II A Pekanbaru memiliki sarana prasarana untuk kegiatan WBP 

dan pegawai, serta pelayanan umum lainnya,dengan fasilitas :  

1. Memiliki lapangan Tenis (Terbuka) , Bulu Tangkis (Tertutup di aula), Tenis 

Meja, dan lapangan Takrau, disamping WBP dapat melakukan gerak jalan 

santai setiap pagi dan sore hari, serta olahraga Futsal dan Volly Bal di lapangan 

tenis. 
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2. Memiliki satu buah Mesjid Attaubah untuk kegiatan ibadah bagi WBP dan 

pegawai yang beragama Islam, dan satu buah GEREJA untuk kegaiatan ibadah 

bagi WBP dan pegawai yang beragama krestiani. 

3. Memiliki ruang fasilitas kesehatan ( Klinik), dengan 2 orang dokter umum, 3 

orang perawat dan obat-obatan, disamping ada satu ruang inap sementara 

memakai ruang tahanan untuk narapidana yang sakit berkepanjangan, dan bila 

kondisi darurat di antar dan dirujuk ke Rumah Sakit. 

4. Memiliki 2 ruang kantin untuk memberikan pelayanan umum bagi WBP, 

pegawai dan tamu yang bezuk. 

5. Memiliki 2 ruang tamu yang digunakan WBP menerima keluarga yang bezuk, 

mulai jam 9.00 sampai dengan 12.00 WIB, dan hari minggu libur dan 

ditiadakan untuk bezuk. 

6. Memiliki 1 loket pendaftaran tamu bezuk, didukung system komputerisasi 

Rekam Foto Wajah Tamu (RFWT), dan disediakan 25 buah kursi duduk 

dibawah atap dihalaman depan parkir. 

7. Memiliki ruang P2U yang dipantau CCTV dan dimonitor dari ruang Kepala 

Lapas Kelas II A Pekanbaru setiap hari. 

8. Memiliki fasilitas Keamanan dan Ketertiban serta pengawasan berlapis, mulai 

ruang P2U pintu pertama masuk Tamu (dilakukan check and recheck, dan tamu 

pria diberi cap tanda masuk ditangan). Disamping pemeriksaan bawang 

bawaan. Berlanjut ke ruang pemeriksaan kedua (didepan ruang KPLP) yang 

bertugas memeriksa ulang bawaan yang masuk, sekaligus memanggil WBP yg 

ada tamunya yang bezuk, melalui pengeras suara. Akhirnya yang ketiga di pos 



 

52 
 

jaga dalam dilakukan pemantauan dan pengawasan KAMTIB terhadap WBP 

dan tamu. 

9. Memiliki 1 ruang konsultasi hukum, bagi WBP yang memerlukan konsultasi 

hukum dengan pengacara, atau konsultasi lainnya yang berkaitan dengan 

kepentingan WBP dan Lapas.  

10. Memiliki 1 bangunan ruang pustaka dalam kerangka meningkatkan minat 

baca dan pendalaman ilmu pengetahuan wbp. 

11. Memiliki 1 ruang pelatihan kerja untuk kegiatan yang menambah 

keterampilan dan keahlian WBP, bila kembali kemasyarakat nantinya.  

12. Memiliki seperangkat alat band, guna mendukung kegiatan kesenian WBP.  
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BAB  VI  

PENUTUP  

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dalam 

penulisan skripsi ini, peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut :  

 Pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Pekanbaru dilakukan melalui dua metode utama, yaitu pembinaan kepribadian dan 

pembinaan kemandirian. Namun, pelaksanaan kedua metode tersebut belum 

maksimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah Warga Binaan yang 

kembali melakukan pelanggaran hukum setelah menyelesaikan masa tahanan, atau 

dikenal sebagai residivisme. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan yang 

dilakukan memerlukan evaluasi dan peningkatan agar mampu memberikan 

dampak positif yang lebih signifikan dalam mengubah perilaku dan 

mempersiapkan Warga Binaan untuk kembali ke masyarakat dengan baik. 

  Faktor hambatan yang terjadi dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Pekanbaru terhadap warga binaan yakni kurangnya petugas pembinaan 

yang kompeten, kurangnya pelatihan yang memadai seperti kurang nya jumlah 

sarana prasarana dan kurangnya semangat dari warga binaan juga menjadi salah 

satu faktor penghambat pembinaan ini. 
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6.2 Saran  

 Pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru belum berjalan secara efektif. Oleh karena 

itu, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan 

berharga atau bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan 

Warga Binaan di masa mendatang.  

Ada beberapa sasaran dalam penelitian ini, diantaranya :  

1. Menambah jumlah Pembina atau petugas yang memiliki keahlian sesuai dengan 

bidang masing-masing, sehingga proses pembinaan dapat berjalan lebih 

maksimal. Dengan adanya tambahan Pembina yang berkompeten, setiap Warga 

Binaan akan mendapatkan perhatian dan bimbingan yang lebih optimal sesuai 

kebutuhan mereka. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas 

pembinaan, membantu mengasah keterampilan Warga Binaan, dan 

mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang 

lebih baik. 

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru diharapkan dapat memberikan 

pelatihan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman dan 

kebutuhan pasar kerja saat ini. Keterampilan tersebut akan menjadi bekal yang 

berguna bagi Warga Binaan untuk membantu mereka beradaptasi dan mandiri 

setelah menyelesaikan masa tahanan. 

3. Menjalin dan menjaga kerja sama dengan berbagai instansi terkait, baik dari 

sektor pemerintahan maupun swasta, menjadi langkah strategis untuk 

meningkatkan kualitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 



 

85 
 

Pekanbaru. Kemitraan ini dapat mendukung optimalisasi program pembinaan 

melalui penyediaan fasilitas, pelatihan keterampilan, atau peluang kerja bagi 

Warga Binaan setelah bebas 

4. Aktif Mengikuti Program Pembinaan:WBP diharapkan secara aktif mengikuti 

berbagai program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas, baik pembinaan 

kepribadian (keagamaan, mental-spiritual) maupun pembinaan kemandirian 

(keterampilan, pelatihan kerja), agar mereka dapat meningkatkan kualitas diri 

dan siap beradaptasi saat kembali ke masyarakat. 

5. Membangun Hubungan yang Baik dengan Petugas dan Sesama WBP, Interaksi 

yang harmonis antara sesama warga binaan dan dengan petugas pemasyarakatan 

akan memudahkan proses pembinaan dan membantu menciptakan lingkungan 

yang mendukung rehabilitasi dan perubahan perilaku. 

6. Mengembangkan Potensi Diri Secara Mandiri, selain mengikuti program yang 

tersedia, WBP dianjurkan mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti 

membaca, menulis, atau belajar mandiri. Ini akan mendukung proses perubahan 

ke arah yang lebih baik. 

7. Menanamkan Motivasi untuk Berubah dan Tidak Mengulangi Kesalahan, WBP 

perlu menyadari bahwa masa hukuman adalah kesempatan untuk introspeksi dan 

memperbaiki diri. Oleh karena itu, penting untuk memiliki komitmen pribadi 

untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah bebas nanti. 
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Narasumber Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

1. Apakah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

berpedoman dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang 

pembinaan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan ?  

2. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 pembinaan dan pembimbingan Warga 

binaan Pemasyarakatan pada pasal 3, pembinaan kepribadian dan pembinaan 

kemandirian terdiri dari :  

A. Pembinaan kepribadian  

1. Ketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa  

a. Program apa saja yang disediakan lembaga pemasyarakatan 

untuk meningkatkan pembinaan keagamaan ini ?  

b. Apakah dengan pembinaan ini dapat merubah sikap dan perilaku 

WBP ?  

 



 

 
 

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara  

a. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan lapas terhadap WBP 

untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan benegara ?  

3. Intelektual  

a. Apa jenis pelatihan atau dukungan yang diberikan oleh Lembaga 

pemasyarakatan terhadap WBP ?  

4. Sikap dan perilaku  

a. Bagaimana pembinaan di Lembaga pemasyarakatan untuk 

mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku ?  

b. Dan bagaimana peran lapas dalam mendukung pembentukan 

sikap dan perilaku ?  

5. Kesehatan jasmani dan Rohani 

a. Program apa yang diberikan lapas untuk meningkatkan 

Kesehatan jasmani adan rohani WBP?  

6. Kesadaran hukum  

a. Bagaimana pembinaan di Lembaga pemasyarakatan membantu 

meningkatkan pemahaman WBP tentang hukum ?  

b. Bagaimana pembinaan hukum membantu mencegah WBP 

melakukan pelanggaran di masa depan ?  

7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat  

a. Bagaimana pembinaan di Lembaga pemasyarakatan 

mempersiapkan WBP untuk reintegrasi yang sehat dengan 

masyarakat agar dapat diterima bai oleh masyarakat?  



 

 
 

b. Apakah setalah WBP bebas tetap dalam pengawasa lapas atau 

tidak ?  

B. Pembinaan Kemandirian  

1. Keterampilan Kerja 

a. Apa aja program pelatihan keterampilan kerja untuk WBP di 

Lembaga Pemasyarakatan?Dan bagaimana program pelatihannya 

dirancang agar dapat membantu Warga Binaan setelah mereka 

bebas?  

b. Bagaimana respons dan antusias Warga Binaan terhadap 

program pelatihan ini?  

2. Latihan kerja produksi  

a. Apa saja produk atau layanan yang dihasilkam melalu program 

pelatiha kerja produksi ini, dan bagaiamana proses produksinya?  

b. Bagaimana WBP dilibatkan dalam seluruh proses produksi? Dan 

bagaimana dampak latihan kerja ini terhadap kesiapan WBP 

untuk Kembali kemasyarakatan ?  

Narasumber Warga Binaan Pemasyarakatan  

1. Apakah saudara mengikuti semua pembinaan kepribadian dan kmandirian yang 

telah di sediakan oleh Lapas ?  

2. Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 pembinaan dan pembimbingan Warga 

binaan Pemasyarakatan pada pasal 3, pembinaan kepribadian dan pembinaan 

kemandirian terdiri dari :  



 

 
 

A. Pembinaan Kepribadian  

1. Ketaqwaan kepada tuhan yang Maha Esa  

a. Apa kegiatan keagamaan yang anda ikuti di Lembaga 

pemasyarakatan ini? Dan bagaiamana pandangan anda tentang 

kesempatan untuk memperbaiki diri secara spiritual ?  

2. Kesadara berbangsa dan bernegara  

a. Apa program yang membantu untuk meningkatkan kesadaran 

berbangsa dan benegara selama anda disini?  

3. Intelektual  

4. Sikap dan perilaku  

a. Apakah ada program pembinaan yang membantu anda untuk 

memperbaiki sikap? Dan apakah program ini membantu anda 

untuk berubah ?  

5. Kesehatan jasmani dan Rohani  

a. Apa program pembinaan Kesehatan jasmani dan Rohani yang 

diberikan lapas? Dan bagaimana fasilitas yang diberikan  

6. Kesadaran hukum  

a. Bagaimana pembinaan yang diberikan oleh Lembaga 

pemasyarakatan tentang kesadaran hukum? Dan apakah anda 

memahami hak dan kewajiban anda sebagai warga binaan?  

7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat 



 

 
 

a. Apa dukungan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan 

tentang reintegrasi sehat dengan masyarakat? Dan apakah anda 

siap untuk berbaur kembali dengan keluarga dan masyarakat ? 

B. Pembinaan Kemandirian  

1. Keterampilan kerja  

a. Apakah selama berada di Lembaga pemasyarakatan anda 

mendapatkan pelatihan kerja? Dan bagaimana pendapat anda 

tentang fasilitas yang diberikan oleh Lembaga pemasyarakatan?  

2. Latihan kerja produksi  

a. Apa kegiatan larihan kerja yang anda ikuti? Dan apa produk 

yang dihasilkan? Dan apakah latihan kerja produksi ini 

bermanfaat untuk memperispkan diri anda terjun kedunia kerja?  
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